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PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR | TAHUN 2009

TENTANG

AH:[-'UAIJAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa sesual ketentuan Pasal 181 ayat (1 pndang-uu'ndang MWomor 12
Tahun Anggaran 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Feraturan Pemerniniah Pengganti Undang-Undang Momor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undungan Nemor 32 Tahun 2004 tentany
Pemerintah  Dacrah  menjadi Undang-Undang,  Kepala  Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah lentang Angparan Pendapatan
dan Belanja Dacrah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{OPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah lentang Anggaran Pendapatan dan Belunjo
Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimakswd dolam hurup a.
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD sera prioriws
dan plafon snggaran yang telah disepakati bersama antara pemeriniah
daerah dengan DPRD; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurul' o
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dasrah tentang Angparan
Pendapatan, dan Ef:h:'mja Daerah Kabupaten MNatuna Tahun Angparan
2009 berdasarkon Surat Kepuwusan Gubernur Provinsi Kepulawn Riou
Nomor 55 Tahun 2000 {snppal 29 Januari- 2009 tentang  Fvaluosi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Matuna Tenang Anggaran
Iendapaton dan Belanja Daerah Kabupaten Matuna Talun Anggaran
2009 don Roncangan Peraturgn Bupati Nawina Tentong Penjabaran
ARZEATIN Pendupatan don Belanja Doerah Tahun Angparan 2009,
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Uiclomgewlang, Nomar 12 Taban 1985 enbiong  Pogak Swng ol
Hanguran {Lembaran Megoes Repoblik Indooesis Tahan |95 Munor 6,
Tambahan Lembaran Negarn Nomor 33112) schapaimana teluh digkab
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun [9ud (Lembaran Negura

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Neyara
Momaor 3569

Undung-undang Nomur 18 Talun 1997 tenteng Fajak Deecah dun
Retribusi Duerah (Lembaran Nepara Republik [ndonesis Tuhun 19497
Nomor 41, Tambahon Lembaron Megar 3685) sechagaimeana telah diubah
dengan Undang-umdang Nomwyr 34 Tahun 2000 (Lembaran Mepgara

Kepublik Indonesin Tabun 2000 Nomor 246 Tembohan Lembaran
Megarn Momaor d1148);

Undang-undong Momor 21 Tabun 1997 tentang [ea Peralehan Huk Atas
Tanih dun Bungunen (Lembarn Negam Republik Tahun 1997 Momer
44, Tambihan Lemburan Mo Nomor 3685

Undong-undang Nomor 28 Taliumn 1999 tentang Penyelengaraon Megarn
yung Bersih dan Hebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembain
Mugara Republik Indoncsia Takun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Megaras Momor J851);

Undang-undang Momer 13 Tahun 2000 tentang Perubahan stas Undang-
undang Momor 33 Tahun 1999 tenteng Pembentukan  Kabupalen
Pelalawan, Kobupaten Rokan Hulu, Kebupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupoten Korimun, Kobupsten Natuna, Kabupaten Kuaman
Singingi, don Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negars Nomor Jf}EE]j |
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 entang Perubahan atas Lndang-
undang Momoer 18 Tabon 1997 tweotang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daeroh { Lemborin Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomar 246

Uindang-undang Nemor 31 Tahun 2002 tentang Partai Polilik {Lembaran
Megara  Republik  Imdonesia Tahun 2002 Nomor |38, Tambahan
Letmburan Negar Republik Incdonesia Nomor 4251

LUndong-undang Nomor |17 ‘fahun 2003 tentang Kevnngan Megara
(Lembaran  Negwn Republik  Indonesia Tahun 200% Namor 47,
Fambahan Lembaron Negara Republik Indonesia Nomar 42861

Unglamg-undang Nomer 22 Talwp 2003 ientang Susunan dan Keduduban
MIPRL TR, DL, dan IPRIY (Lembaran Negara Republik Indonesis
Fahun 2003 Nomaor 92, Tambabon Lembaran Negara Republik Indonesin
MNomor 4310

Untlung-undang Nomaor 1 Tahun 2004 tentang Perbenduhaman Negar
{Lembaran Nepars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar §, Tambahan
|embarin Hcgun: Republik Indonesia Nomaor daiy;

Undang-undang Nomear 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Pervndunp-undangon (Lembarun Negarm Republik [ndonesia Tahun 2004
MNomuor 33, Tumbahan Lembarun Negara Republik Nomor 431859

indapg-lindoung Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

sistem Perencanaan Pembnngunon Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran MNegara
Kepublik Indonesia Nomaor 4421 ),




L3 Undang-undang Momor |5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolann
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din Tangguny Jawah Kewsnpon Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 440073,

Undang-Urndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negars Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tombahan Lembaran MNegara Ruepublik Indonesin Nomor 4437)
sehagaimana teloh diubaly dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
temang penctapan Permturan Pemerinteh  Penggantt  Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 1entung Pemerintzhan Dacrah menjadi Undang-
Undang {lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 454K);

. Undang-undong Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antars Pemerintoh Pusat din Pemerintoh Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahon 2004 Nomor 126, Tembohan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004 tentang Kededukan dar
Frotokuler dan Kevangan Pimpinan Anggote DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 90, Tambahan Lemburun Megara
Republik Indoncsia Momer d416) sebagaimana welah divhah dengan
Peraturun Pemerintah MNomor 37 Tabwon 2005 tentang Porubahan Atos
Peraturnn Pamserintah Nomor 24 Tohun 2004 tentang Kedudukan dan
I'rotokuler don Keuangan Pimpinan Anggota DPRD {Lembaran Negaira
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 94, Tambahan Lemborun Megara
Fepublik Indonesia Mamor 454409, e

Perstwrmn Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolann

Foewngun Duaceah (Lemburon Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Momuor 140, Tambahan Lembisn Negara Republik Indonesin Nomor
45T8)

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah  Antara  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Prowvinsi  dan
Pemerintah  Deersh  Kobupaten/Kota  (Lembaran  Megara  Republik

Indonesio Talwin 2007 Momwor B1, Tumbahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomer 47374, '

Ieraturan Pemeriniah MNomor 41 Tahun 2007 entang Orpanisie
Perangkol Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor B9, Tambahan l.embaran Megara Republik Indonesia Momor
4741,

PPeraturan  Menteri Dulam Negeri Nomor 5¢ Tahun 2007 tentang
Perububin Atas Persturan Menters Dulam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
wentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah:

Peraturan Menteri Doalam Weperi Womor 32 Tahen 2008 tenteng

Pedoman Penyusunan Angporan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angearian 20HE);

- Peraturan Daerah Kabupaten Moauna Nomor 23 Tabun 2008 tentiang

Pokok = pokok Pengelolaan Kewoagan Doerah;



2%, Keputusan Pinipinan DPRD Kabupaten MNatuna Nomor @ O L/DPRIZ009
temang  Penyempurnaan  Peraturan. Daerah Tentang  Anggarn
Pendapatan don Belama Daerah Kabupaten Natuna Talwn Anggarin
2009 dan  Penyampaion [lasil Penyempurnaan berdasarkan Hasil
I waluasi,

Dengan persetujuan bersama

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
van

BUPRATI NATUNA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANMGGARAN 1009,

i Fasal 1 L

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Matuna Tehun Anggaran 2009 sebagai

Fizrikul:
1. Pendapatan Dacrah Rp. 739.369.000.000.-
2. Belanja Daerah Rp.  999.369.000,000,-
Surplus ! (Delisil) Rp.  260.000.000.000..
1. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 260.000.000.000.-
b. Pengeluaran Rp. o
Pembiayaan Neto | Rp. 260.000.000.000..
8.s1 lebih pembiayasn anggaran tahun berkenun -Rp_ -
- Pasal 2

Chy Pendapatin Dacroh sebagaimana dimaksad dolam Pazal | terdind dari:

il
I,

.

Pemdapot Asle Duemh sejumlah Rp.  13.792.431.000,-

| AT |’L't"IH-Ih:r| Ij_.-'.m m.'_1|||1;||;| h RFI '||"| a2 gﬁ_im_‘][:[h 3
Lavine-bain pendupatan dierab yang sah sciumlih Kp.  10.380.000.000,-




{2 Pendapotan asli deral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan !
i Dok el sepombal Rp. 3.607.000.000,-
Iv. Wetrabaasi diaveal sepumbah Ep. 240500000~
e Thasil pengebsbn kebayoon doaerah vang dipisahkan sejumiah Rp. 3.600.000.000,-
d. Luin-lain pendaputan asll daerah yang seh sejumlah Rp. 6.344.931.000,-

(33 Dung perimbangan sehagaimany dimeksud poda ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;

a D bagi hasil / bagi basil bukan pojak sejumlah Rp. 585.937.429.000,-
b P alokaes uimam sejumlah Rp,  90.285.140.000,-
e P alekast Khusos sejumbal Rp.  3B.974.000.000,-

(4} Lain=lain pendapatan docroh yang sah sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis

prendapatan:

i, Hiboh sejumilah Rp. .
b, Dona dorurot sejuwndaly Rp. *
¢, Dana bagi hasil pajak sejumlsh Ep.  10.380.000.000,-
d. Dana penyesuaian Jan otenomi khusus Rp. -
¢, Bantuan kevangun dord provinsi don pemerinish daerah lsinnya Rp. ,-

[*asal 3
i il ? T

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 402074 ER9.566,-
b, Belanja Langsung sejumlsh Ep. 597,294.110.434,-

{2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimeksued pada ayat {13 hurofa terdiri dari jenis belanja:

a. Belamja pegawai sejumlah Rp. 213.179.518.066,-
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 5
¢. Belanja subsidi sejumlah Ep.  BE.343.624.000.-
d. Belanja hibah sejumlal Rp.  32.345,327.500.
vo Belanjn bantuan sosial sejumloh Rp. J1.648.000.000.-
I Beliwnja bagi baesif scpomiah Bp. =
g Belanm bntian kewngan sejumlah Rp. 34.558.420.000.-
h. Belanja tiduk werdogi sejumbah Rp. 2.000.000.000 -

U I lamjar L psong scbesaimana dimaksod pacly ayal { Dhurul' b terdivt dari Jenis belanja:
m Belimn pegiwan se ool Ep. 60.861.370.700.-
b Phebangu buraig dan e sejumlal Rp. 265.376.700.875.-
e Belanga modil sepumilaly Rp. 271.056.038.359.-



Pasal 4

(11 Pembigvaon daeeah sehagiimana dimaksud Jdalam pasel 1 teedic dor:

I+,

Pemerimaan sepuminh

Pengelsaram sejunilab

Rp. 260000006000, (A,
R -

(2) Penerimaan sebapgaimanyg dimaksud pada avat (1) huml a terdin dan jenis pembiayaan:

a.
h.

c.
d
-
f.

SILPA tahun engparan sebelumnys sejumlnh Rp. 260.000.000.000.-
Pencairan dana codangan sejumlah Kp. -
Hasil penjuslan kekuyaan daerah yong dipisahkan sejumlah - Rp. -
Pencrimaan pinjaman docrah sciumiah . v
Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. -
Fenerimaan piutang daerah sejumlah Rp. i

[} Mengeluaran sebagaimans dimekswd pada ayat (1) hurulb terdiv dard jenis pembiayaan;

il
b,
8

ul,

Pembentukan dana ¢adangan sejumlah Rp. =3
Penyertaan modal (investasi) pemerintah dacrah sejumlah Rp. -
Fombayaran pokok uloang sejuinloh Fp. -
Pumberian pinjomiun dacrah sejumlah Ep. : =
| il
Pasal 5

L]

Lo lebih lanjut Anpeoran Pendopaton dan Belanja Duerah sebagaimana dimaksud poado Pusol |1,

terconibum daliim Lampivin yong mempakan bagian yang tidok terpisahkan dari Peruturun Dacrab ink.

wann) deerddiri dlri -

jur

i,

i

1

Feinpiran |
Lavmpiran |1

Lampiran 1

Lannpiram 1Y

lanmpiran ¥

Fampiran V]
Lampan Y11
[omupivan Y
Famipiran 12X

Lumpirn X

Ringkazsn AP,

Ringkasin APBD menurut Ueusan Pemerintab Dacrah dan Orpanisasi:
Rineian  APBED mwesusol Urson Pemerintah Dasrah, Orgunisasi,
Pundapatin; Belanjs don Pembiayvaan: .

ltekapitulast Belama Memerut Urosan Pemerintah Dacrah Organisosi.
I'rogram don Kepganan;

Rekapilulis Belanga Dierah Unk Keselorasan dan Keterpaduan Urusan

Ifemerintuh Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeloluan Keuangan
Mepar:

aflar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:

[ Fdar Pivtong Docrobg

Erndtor Penyeran Modkl (invesiis) dacrah:

Daltar Perkirnan Penambahon don Penpumngan Asel Telap Daerzh,

Praftar Perkiraan Penambohan dan Pengurangan aset lainnya;



11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12, Lampiran X1 Daftar dana cadangan daerah dan
13. Lampiran X111 Dafiar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.
Pusal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabarnn Anggarun Pendapatan dan Belanja Daerah sebagui
Linidasun operasional pelaksanaan APRD,

Pasgal 7

Peraturan ocrah ing mului berlaku pada tanggal dindangkan, B
Agar scliap orang menpelahuings, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
pencipatannya dalum Lemlyiran Dagrah.

Ditetapkan di Ranai
pada wngpal 30 Januari 2009

BUPATLANATUNA,

]
. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Dimdangkan di Raman
pandan tanggal 30 Januari 209

LI'MBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR |



Lamplren 1 | PERATURAN S4ERLH

Miarice 1 Tabhun JG9
Tﬂll <20 Januan 2009
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGHASAN APBD
Tahun Anggaran 2009
Rekening THRN Jumiah
i F] 3
4. PENDAPATAN
4. 1. Pendapatan Asli Daarah 13,702,430, 008000
4 L L Hasl Pajak Daeral 3,507, 0081, 000 {11}
4 1. 2 Fasd Retrbus: Dasral 2400, 0 000 {10
4. 1. 3 Hasil Pengelolaan Kakavaan Daerah varsg Dipsalkan 3.6110,000,000 1
4. 1. 4 Lain-tain Pendapatan Asli Daerah yang Szh £, 3448 830 0u.n
4. 2. Dana Perimbangan T18,196,563,008.00
4, 2. L Bagi Hail Pajak | Baq)l Hasl Bukan Pajak $H5,507 429 1000
o1, 2 DiEna Alekas Ui ), 285, 10 CHIR ORI
4. % 3 Dana Alokasi Khiusus LR AT SHHY, B
4. 3, Lain = lain pendapatan yang sah 140, SHU, 000, (160, 000
4. 3. 3 Dara Bagl Hasd Pajak dan Provirel dan Pemedrtan Dasrsh lalya 10,360,004, 000. 1
Jumlah 7359 360,000 000.00
. BELANIA
5 1. Bulanja Tidak Langsung 407,074,580, £66,00
R P | Belanja Pagawal 23,175 506,06 .00
5 1, 3. Belanja Subsidi il,_'l-l].ﬁ]l.ill'l-l.i"“[l
3 Lok Belanja Hibah 32 345,327,500 i1
hLE Belanga Bantuan Scsial J1.646,000,000 10
5 1.7 Belarjs Bantuan Keusngan Kepada Provins,Mabupaten/Xota Dan Pemerintah Desa 34,558 420 00000
5. 1. 8 Betanja Tidak Terduga 1,010,000 100,00
5. 2. Belanja Langsung L ST, 2010
B B-:lﬂ’l'lj.-:lpngﬁwai T &0 Rk AT0, 300 00
5 2.3 Belarja Barang dan Jasa i A AT 0 ETS 50
T | Belanja Modal IV 056038 85 0
Jurnlah W 00, 0, .
Surplus | { Defisit ) (RIS
. PEMBIAYARN
B 1. Panarimaan Pembiayaan il o0, LG 1 0 DD
6 1. L Siga Lebihy Perluluingan Anggaran Dearah Tabun Sebelumanya 260, 0D, D060, L0000
Jumlah T I A
£y Famolayaan neto 2,010,008, 0O
Sisa Labih ( Kurang Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan { SILPA/SIKPA § il

uari 2009
MATLINA

& H. DAEMG RUSNADI, M.5i

Halamar : 1



